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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) dasar 
pertimbangan hakim pada putusan PN Nomor 41/PDT.G/2020/PN.KDI dan 
Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI (2) implikasi dari Putusan PT Nomor 
49/PDT/2020/PT.KDI terhadap para pihak.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan 
dengan studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data sekunder 
terkait melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen 
perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan 
untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil 
pemikiran lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah 
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan pertama, dasar pertimbangan hakim 
terhadap pembatalan akta kuasa jual telah sesuai dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang jelas 
melarang penggunaan surat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Kedua, 
implikasi putusan hakim pada penggugat  adalah kewajiban membayar hutang 
piutang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang menjadi jaminan 
hutang,  Pihak kreditur (Tergugat I) adalah mengembalikan sertifikat tanah 
setelah hutang penggugat lunas, pada Tergugat II dianggap melanggar hukum 
karena membeli tanah yang menjadi jaminan hutang, pada Tergugat III 
melakukan kesalahan dengan menerbitkan surat kuasa jual yang telah dilarang, 
dan pada Tergugat IV adalah membatalkan sertifikat peralihan hak atas tanah 
yang menjadi jaminan hutang. 
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ABSTRACT 
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This study aims to find out and analyze the following: (1) the basis for the 
judge's consideration in PN Decision Number 41/PDT.G/2020/PN.KDI and PT 
Decision Number 49/PDT/2020/PT.KDI, and (2) the implications of PT Decision 
Number 49/PDT/2020/PT.KDI on the parties involved.  

The research adopts a normative research method, primarily relying on 
library research to gather secondary data such as books, research findings, 
scientific journals, and relevant statutory documents. The collected data is then 
subjected to qualitative analysis.  

The study's findings reveal that the judge's decision to cancel the sale power 
deed is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 
jo. Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 
concerning Land Registration, which explicitly prohibits the use of an absolute 
power of attorney in land buying and selling transactions. Furthermore, the 
implications of the judge's decision include the plaintiff's obligation to pay off the 
debts to regain the land rights used as collateral, Defendant I's responsibility to 
return the land certificate upon the plaintiff's debt settlement, Defendant II's 
violation of the law by purchasing the collateralized land, Defendant III's error in 
issuing the prohibited power of attorney for sale, and Defendant IV's cancellation 
of the land transfer certificate associated with the debt collateral.. 
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